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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM 

MENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI 

BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

ANJANI EKA PUTERI 

 

Pesatnya distribusi kosmetik menimbulkan permasalahan yaitu adanya penjualan 

kosmetik ilegal di masyarakat. Pada saat melakukan inspeksi di tahun 2022, 

BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan sejumlah temuan kasus pelaku usaha 

yang mengedarkan kosmetik ilegal yaitu sebanyak 35 kasus penjualan offline dan 

294 kasus penjualan online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai 

pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen oleh BBPOM di Bandar 

Lampung dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenalogis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan 

konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar 

Lampung belum berjalan dengan baik. Pada indikator standar dan tujuan kebijakan 

terdapat hambatan yaitu adanya distributor kosmetik yang tidak memiliki NIB dan 

mengedarkan kosmetik ilegal. Pada indikator sumber daya sudah mencukupi untuk 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen. Pada indikator 

karakteristik agen pelaksana, BBPOM di Bandar Lampung memiliki pembagian 

wewenang yang jelas dan memiliki sistem pelaporan kinerja yang sistematis. Pada 

indikator disposisi pelaksana terdapat beberapa hambatan yaitu peredaran kosmetik 

secara online, mudahnya membuka akun penjualan di marketplace sehingga sulit 

melakukan pembinaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan 

kosmetik yang legal. Pada indikator komunikasi antar lembaga pelaksana, terdapat 

hambatan yaitu ringannya hukuman pidana dan denda yang diperoleh terdakwa 

penjual kosmetik ilegal dan masyarakat masih tertarik untuk membeli kosmetik 

yang ilegal. Pada faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik terdapat hambatan 

yaitu adanya stigma dalam masyarakat terkait kecantikan yaitu harus putih sehingga 

mendorong minat beli terhadap kosmetik ilegal yang hasilnya instan dan harganya 

murah. 

Kata Kunci : Kebijakan, Perlindungan Konsumen, BPOM, Kosmetik 

 



ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION POLICY IN 

OVERCOMING THE CIRCULATION OF ILLEGAL COSMETICS BY 

BBPOM IN BANDAR LAMPUNG 

 

 

By 

ANJANI EKA PUTERI 

 

The rapid distribution of cosmetics creates a problem, namely the sale of illegal 

cosmetics in the community. When conducting inspections in 2022, BBPOM in 

Bandar Lampung found a number of cases of business actors distributing illegal 

cosmetics, namely 35 cases of offline sales and 294 cases of online sales. This 

research aims to analyze the implementation of consumer protection policies by 

BBPOM in Bandar Lampung in overcoming the circulation of illegal cosmetics. 

The research method used is descriptive qualitative research with a 

phenomenalogical approach. The results showed that the implementation of 

consumer protection policies in overcoming the circulation of illegal cosmetics by 

BBPOM in Bandar Lampung has not gone well. In the indicators of policy 

standards and objectives, there are obstacles, namely the existence of cosmetic 

distributors who do not have NIBs and distribute illegal cosmetics. The resource 

indicators are sufficient to implement consumer protection policies. In the 

implementing agent characteristics indicator, BBPOM in Bandar Lampung has a 

clear division of authority and has a systematic performance reporting system. In 

the implementing disposition indicator, there are several obstacles, namely the 

circulation of cosmetics online, the ease of opening sales accounts in market places 

making it difficult to provide guidance, and the lack of public awareness of using 

legal cosmetics. On the indicator of communication between implementing 

agencies, there are obstacles, namely the leniency of criminal penalties and fines 

obtained by defendants who sell illegal cosmetics and the public is still interested 

in buying illegal cosmetics. In the economic, social, and political environmental 

factors, there are obstacles, namely the existence of a stigma in society regarding 

beauty, which must be white, which encourages buying interest in illegal cosmetics 

with instant results and low prices. 

 

Keywords: Policy, Consumer Protection, BPOM, Cosmetics 
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MOTTO 

 

“Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 

telah memelihara semua kehidupan manusia.” 

(Q.S. Al-Maidah: 32) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan industri kecantikan menimbulkan permasalahan yaitu 

adanya penjualan kosmetik ilegal di masyarakat (Hendriyani et al., 2023). 

Penjualan kosmetik ilegal merupakan pelanggaran pada hak-hak konsumen 

sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Hak konsumen untuk 

memperoleh kemudahan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 

barang dan/atau jasa”. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 

pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat. Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalankan peran penting dalam 

memberikan perlindungan konsumen terkait makanan dan sediaan farmasi 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Putri dan Sahruddin, 2022).  

 

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga non kementerian 

yang bertanggungjawab sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terhadap 

pengawasan pre market dan post market pada obat, obat tradisional, makanan, 

suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengawasan sebelum beredar bertujuan 

untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, 

khasiat, dan mutu produk yang telah ditentukan. Sebaliknya, pengawasan 

setelah peredaran bertujuan untuk memverifikasi kelanjutan dan kepatuhan 

produk yang beredar (Subiyakto dan Markoni, 2023). 

 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung 

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM di daerah. BBPOM di 
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Bandar Lampung melakukan pengawasan pada peredaran sediaan farmasi dan 

makanan di 12 Kabupaten/Kota. Wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 

meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung 

Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten 

Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kota 

Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten 

Lampung Selatan.  

 
Gambar 1. Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung 

Sumber: Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM di Bandar Lampung, 

2023 

 

Kosmetik menjadi satu diantara sediaan farmasi yang berada dalam 

pengawasan BBPOM di Bandar Lampung. Terdapat beragam kosmetik yang 

beredar di masyarakat, mencakup jenis kosmetik yang legal (memiliki izin 

edar) dan yang ilegal (tanpa izin edar). Padahal, izin edar BPOM wajib 

diperoleh oleh setiap brand kosmetik (Masub dan Khachemoune, 2022). Pasal 

8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi, “Pelaku 

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang 

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu, perusahaan kosmetik 
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wajib memastikan penyediaan informasi yang transparan dan tepat mengenai 

kosmetik yang mereka tawarkan untuk dijual (Pratama et al., 2023). 

Pemanfaatan label kosmetik sangat penting untuk memudahkan konsumen 

memastikan kesesuaian suatu kosmetik dengan kegunaannya (Putri dan 

Sahruddin, 2022). 

 

Kosmetik ilegal biasanya tersedia di tempat perbelanjaan atau melalui media 

online (Pangesti dan Jamaluddin, 2021). Mokodongan et al, (2023) 

menyatakan bahwa kosmetik ilegal biasanya mengandalkan testimoni 

persuasif yang secara efektif menghasilkan daya tarik untuk meningkatkan 

perbaikan kulit. Oleh karena itu, setiap individu yang membaca mengenai 

testimoni terhadap kosmetik tersebut, cenderung tertarik untuk membeli 

produk dan mengabaikan pengawasan terhadap bahan yang terkandung dalam 

kosmetik.  

 

Konsumen yang menjadi fokus utama industri kosmetik sebagian besar terdiri 

dari perempuan karena perempuan mudah terpikat oleh kosmetik yang 

memiliki harga terjangkau dan menawarkan perubahan kulit putih secara cepat 

(Putra dan Prawesthi, 2023). Yayehrad et al (2023) menyatakan bahwasanya 

perempuan menggunakan kosmetik sebagai cara untuk mengurangi masalah 

terkait kulit seperti bintik hitam, bekas jerawat, dan perubahan warna akibat 

ketidakseimbangan hormon. Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-

bahan berbahaya memang akan menghasilkan kulit yang halus dan bercahaya, 

tetapi seiring berjalannya waktu, ada kecenderungan zat-zat tersebut 

menumpuk di lapisan dermal (Pangesti dan Jamaluddin, 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara pra riset yang dilakukan oleh penulis pada 11 

September 2023 dengan narasumber Ibu Yulia Rahmawati, Apt., S.H. selaku 

pegawai substansi inspeksi pada BBPOM di Bandar Lampung, diperoleh 

informasi bahwasanya pada saat inspeksi di lapangan sering ditemukan 

kosmetik ilegal yang berbahan dasar zat berbahaya. Zat berbahaya seperti 

merkuri, hidrokuinon, dan asam retinoat biasanya ditemukan pada produk 
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kosmetik seperti krim muka dan body lotion. Sedangkan, pewarna rhodamin B 

biasanya ditemukan pada produk kosmetik seperti lipstik, pewarna kuku, eye 

shadow, dan blush on. Zat berbahaya yang ada di dalam kosmetik dapat 

menimbulkan efek samping yang merugikan untuk kesehatan penggunanya 

(Putra dan Prawesthi, 2023).  

 

Pada saat melakukan inspeksi, BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan 

sejumlah temuan kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Pada 

2020 terdapat 5 kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal di 

Provinsi Lampung. Pada 2021 terdapat 5 kasus pelaku usaha yang 

mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi Lampung. Sedangkan, pada 2022 

terdapat 35 kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi 

Lampung. Namun, hanya ada 2 kasus yang berlanjut ke pengadilan. Padahal 

kosmetik ilegal yang dijual oleh pelaku usaha tersebut tidak hanya berbahaya 

untuk kesehatan, tetapi merugikan pemerintah juga karena produsen kosmetik 

tidak membayar pajak (Sugiarto et al., 2023). 

 

Gambar 2. Wilayah Rawan Kasus BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2022 

Sumber: Laporan Tahunan BBPOM di Bandar Lampung, 2023 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa rata-rata kasus peredaran sediaan farmasi ilegal 

secara offline berada di Kota Bandar Lampung. Selain penemuan kasus 
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penjualan kosmetik ilegal di lapangan secara offline, terdapat temuan penjualan 

kosmetik ilegal secara online. Berdasarkan laporan tahunan BBPOM di Bandar 

Lampung (2023), terdapat 294 akun dari pelaku usaha kosmetik di Provinsi 

Lampung yang mengedarkan sediaan kosmetik ilegal secara online.  

 

Contoh kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi 

Lampung yaitu kasus dengan nomor putusan 852/Pid.Sus/2022/PN Tjk. 

Terdakwa merupakan warga Kota Bandar Lampung yang berdomisili di 

Kemiling (Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 2022). Kosmetik ilegal yang 

menjadi barang bukti berupa  42 botol pencerah ketiak, 15 botol obat jerawat, 

28 botol Body Lotion Extra Whitening Day Lotion, 39 botol Serum Glowing, 

14 pot cream siang, 166 botol toner, 55 botol produk wajah Facial Wash, 10 

botol Deodorant cair, 16 botol toner jerawat, 65 botol gel badan pemutih, 411 

botol bleaching, 115 botol cream malam pink, 63 pot cream bibir, 37 

botol Night Cream Body Lotion, 204 pot gel over, 75 botol lotion tanpa 

identitas, 81 botol serum Gold Extra Whitening, 114 botol sabun tanpa merk, 

13 pot bubuk bleaching, 3 sachet bahan baku bubuk bleaching. Hasil putusan 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada 6 Desember 2022 yaitu semua 

kosmetik ilegal tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terdakwa dipidana 

selama 1 bulan 10 hari serta harus membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 1 bulan. Kasus tersebut menyoroti bahwasanya setiap 

pelaku usaha kosmetik ilegal, mengedarkan berbagai jenis kosmetik tanpa izin 

edar dengan jumlah yang banyak.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk., (2022) memperoleh hasil 

bahwasanya banyaknya peredaran kosmetik ilegal di Kecamatan Kadia Kota 

Kendari disebabkan oleh adanya impor kosmetik ilegal dari luar negeri, 

tingginya permintaan kosmetik ilegal di pasaran, minimnya pengetahuan 

masyarakat untuk membedakan antara kosmetik dengan izin edar dan kosmetik 

ilegal, tingginya harga kosmetik yang memiliki izin edar BPOM, dan 

kurangnya pegawai BPOM Kota Kendari untuk melaksanakan pengawasan 
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mengenai kosmetik ilegal. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2021) 

memperoleh hasil bahwasanya perlindungan hukum bagi konsumen yang 

menggunakan kosmetik belum dilaksanakan secara efektif karena terdapat 

tantangan yaitu minimnya kesadaran masyarakat dalam memilih kosmetik 

yang aman untuk digunakan dan pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan 

pemerintah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Sembiring dan 

Pratama (2022) memperoleh hasil bahwasanya banyaknya peredaran kosmetik 

ilegal disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk membeli kosmetik 

secara online dan kecenderungan masyarakat untuk memperoleh hasil kulit 

yang putih secara instan. Berdasarkan penelitian terdahulu, perlu dikaji 

mengenai pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen dalam 

mengatasi peredaran kosmetik ilegal. 

 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai 

pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi 

peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar Lampung supaya 

menimalisir pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dan menimalisir 

penggunaan kosmetik ilegal oleh masyarakat. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang memberikan arah pada 

fokus penelitian yaitu bagaimana pengimplementasian kebijakan perlindungan 

konsumen oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam mengatasi peredaran 

kosmetik ilegal? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian 

yaitu menganalisis mengenai pengimplementasian kebijakan perlindungan 

konsumen oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam mengatasi peredaran 

kosmetik ilegal.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat adalah nilai guna yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini menjadi sumber literatur untuk pengembangan Ilmu 

Administrasi Negara khususnya pada implementasi kebijakan publik. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan eksistensi BBPOM di Bandar 

Lampung sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan makanan, 

meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menjual kosmetik yang legal, 

dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan 

kosmetik yang legal.



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai bahan rujukan dan 

bahan komparatif yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Hasil Penelitian Fokus Penelitian 

Sari dkk., 

2022 

Banyaknya peredaran 

kosmetik ilegal di 

Kecamatan Kadia Kota 

Kendari disebabkan oleh 

berbagai faktor yaitu : 

a. Impor kosmetik ilegal 

dari luar negeri; 

b. Tingginya permintaan 

kosmetik ilegal di 

pasaran; 

c. Minimnya 

pengetahuan masyarakat 

untuk membedakan 

antara kosmetik dengan 

izin edar dan kosmetik 

ilegal;  

d. Tingginya harga 

kosmetik yang memiliki 

izin edar BPOM; dan  

e. Kurangnya pegawai 

BPOM Kota Kendari 

untuk melaksanakan 

pengawasan mengenai 

kosmetik ilegal. 

Faktor-faktor yang 

menyebabkan banyaknya 

peredaran kosmetik 

ilegal di Kecamatan 

Kadia, Kota Kendari. 

Mokodong

an dkk., 

2023 

a. Terdapat banyak 

pelaku usaha kosmetik 

yang beroperasi tanpa 

izin; 

Pengawasan peredaran 

kosmetik oleh BBPOM 

di Gorontalo. 
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b. Pelaku usaha kosmetik 

ilegal memproduksi 

kosmetik dengan zat 

berbahaya yang dapat 

berdampak pada 

kesehatan kulit. 

Putri dan 

Sahruddin, 

2022 

BPOM melakukan 

berbagai upaya untuk 

mengawasi produk 

kosmetik yaitu : 

a. Melakukan 

pemeriksaan terhadap 

peredaran kosmetik; 

b. Pengambilan sampel 

kosmetik; dan  

c. Pengujian 

laboratorium terhadap 

kosmetik yang beredar. 

Upaya BPOM di dalam 

mengawasi produk 

kosmetik. 

Yulia, 2021 Perlindungan hukum 

bagi konsumen yang 

menggunakan kosmetik 

belum dilaksanakan 

secara efektif karena 

terdapat beberapa 

tantangan yaitu : 

a. Kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam 

memilih kosmetik yang 

aman untuk digunakan; 

dan 

b. Pelaku usaha yang 

tidak mengikuti aturan 

pemerintah. 

Perlindungan hukum 

pada konsumen yang 

menggunakan kosmetik 

ilegal. 

Khasanah 

dan 

Suliantoro, 

2020 

Terdapat dua 

konsekuensi hukum bagi 

pelaku usaha yang 

menjual kosmetik ilegal 

yaitu : 

a. Sanksi administratif; 

dan  

b. Sanksi pidana. 

Konsekuensi hukum 

pada pelaku usaha yang 

menjual kosmetik ilegal. 

Sumber: Data Diolah Penulis, 2023 

 

Berdasarkan analisis pada penelitian terdahulu, masih ada kekosongan ruang 

kajian mengenai implementasi kebijakan perlindungan konsumen berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh 

karena itu, penulis memilih judul implementasi kebijakan perlindungan 

konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar 
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Lampung dan menganalisisnya menggunakan teori implementasi kebijakan 

Van Meter Van Horn.  

 

 

2.2 Pengertian Kebijakan Publik 

Beberapa pakar mendefinisikan konsep mengenai kebijakan publik secara 

beragam karena dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin dikaji (Tresiana 

dan Duadji, 2017). Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik 

sebagai tindakan yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah (Alamsyah, 2016). Laswell menyatakan bahwa kebijakan publik 

adalah sebuah program yang memiliki tujuan, nilai, dan juga dampak 

(Agustino, 2022). Sedangkan, Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik 

sebagai serangkaian perilaku yang dilakukan oleh seorang aktor atau 

sekelompok aktor dengan tujuan dan sasaran tertentu, sebagai respons terhadap 

suatu permasalahan atau suatu hal yang penting (Nur dan Guntur, 2019). 

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan 

publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui 

organisasi publik dalam menanggulangi isu publik sehingga terciptanya 

perlindungan untuk masyarakat. 

 

 

2.3 Proses Kebijakan Publik 

Kebijakan publik sebagai proses politik memiliki beberapa tahapan yang ada 

di dalam suatu siklus (Tresiana dan Duadji, 2017). Dunn dalam (Winarno, 

2016) menyatakan bahwa proses dalam kebijakan publik yaitu sebagai berikut. 

a. Penetapan Agenda 

Salah satu aspek penting dalam proses kebijakan publik adalah penetapan 

agenda yang melibatkan penempatan isu-isu strategis dalam agenda publik, 

yang kemudian diikuti dengan pencantumannya dalam agenda kebijakan. 

b. Formulasi kebijakan 

Perumusan kebijakan melibatkan proses mengidentifikasi dan 

mendefinisikan suatu masalah, serta mengeksplorasi dan menentukan solusi 

alternatif yang paling efektif.   

c. Adopsi Kebijakan 
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Adopsi kebijakan merujuk pada proses pengambilan, penerimaan, dan 

penerapan suatu kebijakan oleh pihak-pihak yang berwenang atau terlibat 

dalam suatu sistem atau organisasi. Proses ini melibatkan langkah-langkah 

kunci yang melibatkan penyusunan, pembahasan, dan akhirnya menerima 

serta melaksanakan suatu kebijakan. 

d. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merujuk pada tahap di mana kebijakan yang telah 

dirumuskan mulai diterapkan dalam praktik. Proses implementasi ini 

melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan kebijakan dan 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejumlah faktor memengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan dan seringkali melibatkan koordinasi 

antarlembaga, alokasi sumber daya, dan keterlibatan aktor-aktor kunci.  

e. Evaluasi Kebijakan  

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik 

yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak 

suatu kebijakan. Proses evaluasi memberikan pemahaman yang mendalam 

tentang sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya dan apakah ada 

perubahan yang dihasilkan.  

 

Berdasarkan beberapa proses kebijakan publik tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa implementasi kebijakan publik menjadi suatu proses penting dari 

suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik sangat penting 

karena sebagus apa pun suatu kebijakan, apabila tidak terimplementasikan 

dengan baik, maka tidak akan berkontribusi nyata dalam menanggulangi isu 

publik yang ada di masyarakat. 

 

 

2.4 Implementasi Kebijakan Publik 

Sabatier dan Mazmanian sebagaimana yang dikutip dalam (Subianto, 2020) 

menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merujuk pada serangkaian 

peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah suatu kebijakan negara disahkan 

yang mencakup upaya administratif dan inisiatif untuk memberikan dampak 

khusus pada masyarakat serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan. Van Meter 
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dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah upaya 

individu atau kelompok dari sektor publik maupun swasta yang bertujuan 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Pramono, 2020). 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan adalah suatu siklus saat kebijakan publik yang telah 

dirumuskan oleh pemerintah melalui organisasi publik mulai dijalankan secara 

konkret untuk mencapai tujuan yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

a. Aktor Implementasi Kebijakan Publik 

Aktor kebijakan publik merupakan orang yang memiliki wewenang secara 

sah untuk ikut serta dalam setiap proses kebijakan publik (Agustino, 

2022). Aktor negara terdiri dari lembaga legislatif yang memiliki peran 

utama untuk membuat produk hukum berupa kebijakan, lembaga eksekutif 

yang memiliki peran utama untuk menetapkan kebijakan, dan lembaga 

yudikatif yang memiliki peran utama untuk menentukan arah dari suatu 

kebijakan publik. Sedangkan, aktor non negara terdiri dari kelompok 

kepentingan dan kelompok penekan, partai politik, media massa, dan 

warga negara.  

 

Kelompok kepentingan dan kelompok penekan memiliki peran utama 

untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan perumus 

kebijakan dalam memproses suatu kebijakan publik. Partai politik 

memiliki peran utama untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam 

proses formulasi dan implementasi suatu kebijakan publik. Media massa 

memiliki peran utama untuk mendorong kelompok kepentingan dalam 

mengatur proses agenda setting suatu kebijakan publik. Sedangkan, 

masyarakat memiliki peran utama untuk berpartisipasi dalam proses 

pembuatan keputusan suatu kebijakan publik. 

 

b. Model Implementasi Kebijakan Publik 

Model implementasi kebijakan menjadi suatu pendekatan untuk 

meningkatkan pemahaman implementasi kebijakan publik yang tidak 

hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi komponen-
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komponen suatu situasi permasalahan, tetapi memberikan rekomendasi 

mengenai tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut (Alamsyah, 2016). Contoh model 

implementasi kebijakan publik yang bersifat top-down yaitu model 

implementasi kebijakan Van Meter Van Horn (1975) yang berkaitan 

dengan pelaksanaan upaya implementasi kebijakan publik dengan tujuan 

mencapai hasil yang diinginkan melalui pertimbangan berbagai aspek. 

Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam aspek yang berdampak 

pada keberhasilan implementasi kebijakan publik (Agustino, 2022). 

 

 Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn (1975) 

Sumber: Agustino, 2022 

 

1. Standar dan Tujuan Kebijakan  

Standar dan tujuan ini bersifat jelas dan dapat diukur dengan mudah 

dalam beberapa situasi. Namun, seringkali mengenali dan mengukur 

kinerja menjadi lebih rumit. Kendala ini timbul karena skala besar 

program dan luas tujuan program tersebut. Pada konteks studi 

implementasi, penting untuk mengidentifikasi dan mengukur tujuan 

serta sasaran karena keberhasilan atau kegagalan implementasi 

bergantung pada adanya tujuan yang dapat dievaluasi.  

2. Sumber Daya Kebijakan 

Kebijakan tidak hanya menetapkan standar dan tujuan untuk 

mengevaluasi pelaksanaannya. Sebaliknya, kebijakan juga 

menyediakan sumber daya yang mendukung jalannya implementasi. 
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Sumber daya tersebut bisa mencakup alokasi dana atau insentif 

lainnya dalam program yang dapat mempermudah pelaksanaan yang 

efisien. Pertimbangan terhadap sumber daya memiliki peran kunci 

dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dapat mendorong dan 

memfasilitasi implementasi kebijakan secara efektif. 

3. Karakteristik Lembaga Pelaksana 

Van Meter Van Horn (1975) menyatakan bahwa karakteristik 

lembaga pelaksana terdiri dari ciri struktural organisasi formal dan 

organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian suatu 

kebijakan publik (Agustino, 2022). Beberapa karakteristik yang dapat 

mempengaruhi kapasitas organisasi dalam melaksanakan kebijakan 

yaitu kompetensi dan jumlah staf suatu lembaga, tingkat kendali 

hierarki atas keputusan dan proses subunit dalam lembaga pelaksana, 

sumber daya politik suatu lembaga (misalnya, dukungan dari kalangan 

legislator dan eksekutif), vitalitas suatu organisasi, derajat komunikasi 

dalam suatu organisasi, serta hubungan formal dan informal lembaga 

tersebut dengan pembuatan kebijakan.  

4. Disposisi Pelaksana  

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum serta standar dan sasaran 

khusus kebijakan menjadi krusial. Selain itu, keberhasilan 

implementasi dapat terhambat jika pejabat tidak menyadari bahwa 

mereka belum sepenuhnya mematuhi kebijakan. Sikap pelaksana 

terhadap standar dan tujuan juga memainkan peran penting karena 

penolakan terhadap tujuan kebijakan dapat menyebabkan pelaksanaan 

yang tidak berhasil.  

5. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Penegak Hukum 

Saat menyampaikan pesan dari tingkat atas ke bawah dalam sebuah 

organisasi atau antar organisasi, komunikator dapat tanpa disadari 

atau dengan sengaja mempengaruhi pesan tersebut. Jika sumber 

komunikasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak 

seragam terkait dengan standar dan tujuan atau jika sumber yang sama 

memberikan interpretasi yang bertentangan dari waktu ke waktu, 
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maka pelaksana kebijakan akan menghadapi kesulitan dalam 

melaksanakan tujuan kebijakan.  

6.  Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik  

Dampak ekonomi, sosial, dan politik terhadap kebijakan publik telah 

menjadi fokus utama perhatian selama dekade terakhir. Meskipun 

pengaruh faktor-faktor ini terhadap pelaksanaan keputusan kebijakan 

kurang mendapat perhatian, tetapi lingkungan eksternal dapat 

memiliki dampak signifikan pada kinerja lembaga-lembaga 

pelaksana.  

 

Pada penelitian ini, penulis menganalisis menggunakan model 

implementasi Van Meter dan Van Horn. Model implementasi Van Meter 

dan Van Horn menjadi pilihan penelitian karena menawarkan kerangka 

kerja yang komprehensif untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. 

Pada konteks penelitian "Implementasi Kebijakan Perlindungan 

Konsumen dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BBPOM di 

Bandar Lampung)”, keenam indikator dalam model Van Meter dan Van 

Horn dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap berbagai 

aspek implementasi kebijakan perlindungan konsumen di level daerah.  

 

 

2.5 Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen mengacu pada seperangkat peraturan dan undang-

undang komprehensif yang mengatur hak dan tanggung jawab konsumen dan 

produsen dalam upaya untuk memenuhi persyaratan dan menjamin penegakan 

perlindungan hukum untuk kepentingan konsumen (Sahetapy dan Astutik, 

2023). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen berbunyi: “Perlindungan konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen.” Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen berbunyi, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan 

standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”  
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Pada Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), 

Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 

18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkewajiban untuk memenuhi 

tanggung jawabnya sebagai badan yang mengawasi produksi sediaan farmasi 

dan makanan. Secara khusus, BPOM harus menjamin terjaganya kesejahteraan 

masyarakat dengan menjunjung tinggi standar keamanan, khasiat, dan mutu di 

bidang sediaan pangan dan farmasi (Laporan Tahunan BBPOM di Bandar 

Lampung, 2023).  

 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat 

mendukung tumbuhnya dunia usaha tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. 

Terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi 

harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian 

atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di 

pasar. Pada saat melakukan inspeksi, BBPOM di Bandar Lampung 

mendapatkan sejumlah temuan kasus pelaku usaha yang mengedarkan 

kosmetik ilegal. Kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat tidak hanya 

berbahaya untuk kesehatan, tetapi berdampak pada penerimaan pajak dan 

persaingan dunia usaha.  

 

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki 

kewajiban untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

memainkan peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan 

perlindungan konsumen terkait sediaan farmasi khususnya kosmetik. BPOM 

merupakan lembaga non kementerian yang bertanggungjawab sesuai dengan 
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Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terhadap pengawasan pre-market dan post-

market pada obat, obat tradisional, makanan, suplemen kesehatan, dan 

kosmetik.  

 

Pada saat pengawasan post-market, ditemukan beragam jenis kosmetik ilegal 

yang beredar di masyarakat. Pada 2020 terdapat 5 kasus pelaku usaha yang 

mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi Lampung. Pada 2021 terdapat 5 kasus 

pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal di Provinsi Lampung. 

Sedangkan, pada 2022 terdapat 35 kasus pelaku usaha yang mengedarkan 

kosmetik ilegal di Provinsi Lampung. Namun, hanya ada 2 kasus yang 

berlanjut ke pengadilan. Selain penemuan kasus penjualan kosmetik ilegal di 

lapangan secara offline, terdapat temuan penjualan kosmetik ilegal secara 

online. Berdasarkan laporan tahunan BBPOM di Bandar Lampung (2023), 

terdapat 294 akun dari pelaku usaha kosmetik di Provinsi Lampung yang 

mengedarkan sediaan kosmetik ilegal secara online.  

 

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengkaji pengimplementasian 

kebijakan perlindungan konsumen oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam 

mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Hasil dari penelitian ini dapat 

meningkatkan eksistensi BBPOM di Bandar Lampung sebagai lembaga yang 

berwenang untuk melakukan pengawasan dalam obat, makanan, suplemen 

kesehatan, dan kosmetik. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan 

kosmetik yang legal sehingga terlindungi dari penyalahgunaan kosmetik ilegal. 
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Gambar 4. Kerangka Berpikir 

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Pengawasan Pre Market Pengawasan Post Market 

Tidak Memenuhi Ketentuan (Tanpa Izin Edar) 

Terlindunginya masyarakat dari penyalahgunaan kosmetik 

Pada 2022 terdapat 35 kasus pelaku usaha yang mengedarkan 

kosmetik ilegal di Provinsi Lampung. Namun, hanya ada 2 kasus 

yang berlanjut ke pengadilan. Selain penemuan kasus penjualan 

kosmetik ilegal di lapangan secara offline, terdapat temuan penjualan 

kosmetik ilegal secara online. Berdasarkan laporan tahunan BBPOM 

di Bandar Lampung (2023), terdapat 294 akun dari pelaku usaha 

Obat 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

Perpres Nomor 80 Tahun 

2017 tentang BPOM 

Makanan 
Suplemen 

Kesehatan 

Obat 

Tradisional 
Kosmetik 

Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn 

(1975) yang terdiri dari 6 indikator: 

1. Standar dan Ukuran Kebijakan 

2. Sumber Daya Kebijakan 

3. Karakteristik Lembaga Pelaksana 

4. Disposisi Pelaksana 

5. Komunikasi Antar Organisasi 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Sugiyono (2023) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu 

metode yang digunakan dalam meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan 

peneliti yang mengambil peran sebagai instrumen utama, menggunakan 

pendekatan induktif dalam analisis data, dan hasil penelitiannya menekankan 

pada makna. Penelitian kualitatif menganut aliran fenomenologi yang 

pemahamannya bukan hanya dari sudut pandang peneliti, tetapi dari 

pemahaman pada gejala beserta fakta yang diamati berdasarkan sudut pandang 

subjek penelitian (Auliya dkk., 2020). Penggunaan metode penelitian kualitatif 

pada penelitian ini memudahkan peneliti dalam memperoleh pemahaman 

komprehensif mengenai pengimplementasian kebijakan perlindungan 

konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar 

Lampung.  

 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memiliki tujuan untuk mengarahkan penelitian (Sugiyono, 

2023). Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu pengimplementasian kebijakan 

perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh 

BBPOM di Bandar Lampung berdasarkan model implementasi kebijakan Van 

Meter Van Horn (1975).  

1. Standar dan Tujuan Kebijakan 

a. Standar yang harus dipenuhi pelaku usaha yang ingin memiliki 

fasilitas distribusi kosmetik;  
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b. Tujuan dari kosmetik harus memiliki izin edar, label, tanggal 

kadaluwarsa, dan kemasannya dalam keadaan baik; dan 

c. Hambatan dalam Pengimplementasian Standar dan Tujuan 

Kebijakan Perlindungan Konsumen. 

 

2. Sumber Daya 

a. Terkait kecukupan jumlah SDM dalam mengimplementasikan 

kebijakan perlindungan konsumen; 

b. Terkait kecukupan anggaran dalam mengimplementasikan 

kebijakan perlindungan konsumen; dan 

c. Terkait kecukupan sarana dalam mengimplementasikan kebijakan 

perlindungan konsumen. 

 

3. Karakteristik Agen 

a. Pembagian wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan 

perlindungan konsumen; dan 

b. Pelaporan hasil kinerja dalam mengimplementasikan kebijakan 

perlindungan konsumen. 

 

4. Sikap Pelaksana 

a. Terkait komitmen pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan 

perlindungan konsumen; dan 

b. Hambatan yang dialami oleh pegawai dalam mengimplementasikan 

kebijakan perlindungan konsumen. 

 

5. Komunikasi antar Organisasi 

a. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung 

dengan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen; 

b. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung 

dengan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen; 
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c. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung 

dengan Polda Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan 

perlindungan konsumen; 

d. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung 

dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen; 

e. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung 

dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen; 

f. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung 

dengan masyarakat Kota Bandar Lampung dalam 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen; dan 

g. Komunikasi yang terjalin antara BBPOM di Bandar Lampung 

dengan distributor kosmetik di Kota Bandar Lampung dalam 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen. 

 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

a. Dukungan pegawai BBPOM di Bandar Lampung dalam 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen; dan 

b. Faktor sosial serta ekonomi yang menyebabkan masyarakat 

membeli kosmetik yang ilegal. 

 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini yaitu Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi 

didasarkan pada beberapa alasan yaitu Kota Bandar Lampung merupakan pusat 

perekonomian. Selain itu, berdasarkan Laporan Tahunan BBPOM di Bandar 

Lampung (2023), rata-rata kasus peredaran kosmetik ilegal di Provinsi 

Lampung pada 2022 ada di Kota Bandar Lampung. 
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3.4 Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer mengacu pada data asli yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dari sumber aslinya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara, melakukan 

observasi, dan studi dokumentasi guna mengetahui lebih dalam mengenai 

pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi 

permasalahan peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar Lampung. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah pendekatan metodologis yang didasarkan pada 

pemanfaatan data yang sudah ada sebagai sarana utama pengumpulan 

informasi (Sugiyono, 2019). Data sekunder diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan, yang mencakup kegiatan mengumpulkan, membaca, dan 

memahami teori-teori yang disajikan dalam buku, artikel, jurnal, atau data 

yang dapat diakses secara online yang berkaitan dengan penelitian yang 

sedang berlangsung. 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data mencakup serangkaian 

metodologi berbeda yang memungkinkan peneliti meningkatkan pemahaman 

terhadap fenomena yang diselidiki (Moleong, 2018). Penelitian ini 

menggunakan tiga metode utama pengumpulan data, yaitu wawancara, 

observasi, dan studi dokumentasi. Penekanan utama ditempatkan pada 

penggunaan teknik wawancara mendalam karena teknik ini memiliki kapasitas 

untuk mengungkap makna mendasar yang tersembunyi dalam fenomena yang 

diamati. Selain itu, penggunaan teknik observasi dan studi dokumentasi 

berfungsi untuk melengkapi data yang dikumpulkan melalui wawancara. 

a. Wawancara 

Moleong (2018) menggambarkan wawancara sebagai bentuk percakapan 

yang memiliki tujuan khusus. Pada wawancara biasanya ada dua partisipan 

utama yang dikenal sebagai pewawancara dan orang yang diwawancarai. 
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Penelitian ini menggunakan kombinasi teknik wawancara terbuka dan 

terstruktur. Sebelum memulai wawancara terbuka, peneliti secara efektif 

menyampaikan tujuan wawancara kepada partisipan. Sedangkan, 

wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan panduan 

penyusunan yang berisi daftar pertanyaan yang berkaitan erat dengan topik 

penelitian. Beberapa narasumber dalam penelitian ini disajikan pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 2. Narasumber dalam Penelitian 
No Nama Jabatan dan instansi Informasi yang dicari 

1. Sri Wulan Mega, 

S.Farm., Apt. 

Kepala Bidang 

Infokom BBPOM di 

Bandar Lampung 

a. Standar yang harus dipenuhi oleh 

pelaku usaha yang ingin memiliki 

fasilitas distribusi kosmetik; 

b. Tujuan kosmetik harus memiliki 

izin edar, label, kemasan yang 

dalam keadaan baik, dan tanggal 

kadaluwarsa; 

c. Terkait sumber daya manusia, 

anggaran, dan fasilitas pendukung; 

d. Pembagian tugas BBPOM di 

Bandar Lampung dalam mengatasi 

peredaran kosmetik; 

e. Mekanisme pelaporan hasil 

kinerja; 

f. Hambatan dalam 

pengimplementasian kebijakan 

perlindungan konsumen; 

g. Komitmen pegawai BBPOM di 

Bandar Lampung dalam mengatasi 

peredaran kosmetik; 

h. Komukasi dengan instansi terkait 

dan masyarakat 

i. Dukungan politik dalam 

pengimplementasian kebijakan 

perlindungan konsumen 

2. Floriana Sundari 

Loung, Apt., 

S.Si., M.Si. 

Anggota Bidang 

Infokom BBPOM di 

Bandar Lampung 

3. Yulia 

Rahmawati, 

Apt., S.H. 

Anggota Substansi 

Pemeriksaan 

BBPOM di Bandar 

Lampung 

4. Evita Ariestiana, 

S.H., M.H. 

Anggota Bidang 

Penindakan BBPOM 

di Bandar Lampung 

5. Miftahul Faozi, 

S.Si., Apt. 

Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil BBPOM 

di Bandar Lampung 

6. Leni Desfita, 

STP., M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anggota Substansi 

Sertifikasi BBPOM 

di Bandar Lampung 

a. Standar yang harus dipenuhi oleh 

pelaku usaha yang ingin memiliki 

fasilitas distribusi kosmetik; 

b. Tujuan kosmetik harus memiliki 

izin edar, label, kemasan yang 

dalam keadaan baik, dan tanggal 

kadaluwarsa; 

c. Terkait sumber daya manusia, 

anggaran, dan fasilitas pendukung; 

d. Pembagian tugas BBPOM di 

Bandar Lampung dalam mengatasi 

peredaran kosmetik 

e. Hambatan dalam pengawasan 

peredaran kosmetik 
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f. Komitmen pegawai BBPOM di 

Bandar Lampung dalam mengatasi 

peredaran kosmetik 

No Nama Jabatan dan Instansi Informasi yang dicari 

7. Apt. Nensivia 

Tarigan, S.Si., 

M.Kes. 

Kepala Bidang 

Sumber Daya 

Kesehatan, Dinas 

Kesehatan Kota 

Bandar Lampung 

Komunikasi yang terjalin dengan 

BBPOM di Bandar Lampung 

8. Hairil Anwar, 

S.Sos. 

Analisis Ahli Muda 

Perdagangan, Dinas 

Perdagangan Kota 

Bandar Lampung 

9. Bripka M. 

Aprianuddin, 

S.Psi. 

Anggota Bidang 

Indagsi Krimsus 

Polda Lampung 

10. Yusnawati, S.H., 

M.H. 

Hakim Pengadilan 

Negeri Tanjung 

Karang 

11.   Ahmad 

Fattahilla, S.H., 

M.H. 

Kasubag Pembinaan 

Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung 

12. Yuni Masyarakat Pahoman a. Faktor ekonomi dan sosial yang 

menyebabkan membeli kosmetik 

ilegal 

b. Pengetahuan masyarakat 

mengenai kosmetik yang legal 

13. Ros Masyarakat Kuripan 

14. Mega Masyarakat Rajabasa 

15.  AS Penjual Kosmetik di 

Lorong King 

Alasan menjual kosmetik ilegal 

Sumber: Data diolah Penulis, 2023 

 

b. Observasi 

Observasi mengacu pada proses sistematis dalam memahami dan 

mendokumentasikan data empiris yang penting bagi peneliti. Moleong 

(2018) mengategorikan observasi menjadi dua jenis yaitu observasi 

partisipatif dan observasi non partisipatif. Pada konteks observasi non 

partisipatif, peneliti hanya terlibat dalam tugas melakukan observasi. Pada 

konteks observasi partisipan, peneliti mengambil peran ganda yaitu 

sebagai peneliti dan sebagai anggota kelompok yang diamati. Data yang 

diperoleh penulis dalam observasi di lapangan yaitu mengenai upaya 

komunikasi BBPOM di Bandar Lampung kepada masyarakat untuk tidak 

membeli produk kosmetik yang ilegal, upaya BBPOM di Bandar Lampung 

dalam melakukan pendampingan usaha kepada UMKM, dan upaya 

BBPOM di Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan kepada 

pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal. 
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c. Dokumentasi 

Moleong (2018) menyatakan bahwa dokumen digunakan sebagai sumber 

data yang berharga dalam penelitian karena dokumen dapat berfungsi 

sebagai sarana untuk mengkaji, menafsirkan, dan berpotensi memprediksi 

berbagai fenomena. 

 

Tabel 3. Gambaran Data Dokumentasi Penelitian 
Nama Dokumen Informasi yang dicari 

Laporan Tahunan BBPOM di 

Bandar Lampung Pada 2020, 

2021, dan 2022 

Jumlah kasus pelaku usaha yang 

mengedarkan kosmetik 

Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

Landasan hukum mengenai 

penegakkan hak konsumen dalam 

mengonsumsi barang/jasa  

Putusan Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang 

(852/Pid.Sus/2022/PN Tjk) 

Pelaku usaha yang mengedarkan 

kosmetik tanpa izin edar, barang 

bukti kosmetik yang dimusnahkan, 

dan sanksi yang didapat oleh pelaku 

usaha 

Sumber: Data diolah Penulis, 2023 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menyatakan bahwa data kualitatif 

merupakan suatu data yang terdiri dari informasi tekstual dan bukan nilai 

numerik sehingga analisis datanya memerlukan proses interpretasi untuk 

memahami makna mendasar yang disampaikan oleh kata-kata tersebut. 

Analisis penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis data interaktif yang 

memperhatikan hasil data yang dikumpulkan dengan tiga langkah atau proses 

yang saling berhubungan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan perumusan 

kesimpulan (Miles et al., 2014). 

a. Kondensasi Data 

Kondensasi data mengacu pada prosedur memadatkan dan mengekstraksi 

data yang relevan dengan penekanan pada identifikasi komponen penting 

dan menganalisis tema yang berulang. Proses kondensasi data akan 

menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif sehingga memudahkan 

peneliti dalam perolehan data tambahan. Kondensasi data dilakukan dengan 
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tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data yang diperoleh dan 

memperlancar prosedur pengumpulan data bagi peneliti. 

b. Penyajian Data 

Pada penelitian kualitatif, pendekatan utama yang digunakan Miles, 

Huberman, dan Saldana (2014) untuk menyajikan data adalah dengan 

memanfaatkan teks naratif. Selain itu, disarankan untuk memanfaatkan alat 

bantu visual seperti grafik, matriks, dan diagram alur ketika menyampaikan 

data melalui penjelasan tertulis.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Setelah penyajian data, tahap berikutnya mencakup penarikan kesimpulan 

atau validasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, 

hasil awal yang disajikan biasanya bersifat sementara dan dapat direvisi jika 

tidak ada bukti kuat yang menguatkan pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya. 

 
Gambar 5. Teknik Analisis Data Interaktif 

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014) 

 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan uji credibility, 

transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2023). 

a. Uji Kredibilitas Data (Credibility) 
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Peningkatan ketekunan dengan memperbanyak referensi bacaan dan 

triangulasi sumber merupakan uji kredibilitas data yang digunakan. 

Peningkatan ketekunan dilakukan melalui memperbanyak referensi bacaan 

yang terkait dengan kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi 

peredaran kosmetik ilegal. Triangulasi sumber dilakukan dengan 

membandingkan dan membedakan data dari berbagai sumber sehingga 

dapat memastikan keakuratan dan keandalan temuan di lapangan. Informasi 

yang terkumpul akan dipilah-pilah ke dalam kelompok-kelompok sesuai 

dengan persamaan dan perbedaan berbagai sudut pandang yang disajikan 

dalam berbagai sumber.  

b. Uji Keteralihan Data (Transferability)  

Pengujian keteralihan data merupakan suatu teknik untuk menguji validitas 

eksternal yang dapat menunjukkan derajat ketepatan suatu penelitian. 

Keteralihan data akan tercapai jika pembaca mendapat gambaran yang jelas 

mengenai penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian harus diuraikan 

dengan sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat menunjukkan 

ketepatan suatu penelitian. 

c. Uji Kebergantungan (Dependability) 

Untuk menjamin keabsahan seluruh rangkaian prosedur penelitian 

lapangan, maka harus dilakukan uji kebergantungan. Pada uji 

kebergantungan, pemantauan mengenai kebenaran penelitian di lapangan 

dilakukan dengan mendiskusikannya melalui dosen pembimbing. 

d. Uji Kepastian Data (Confirmability) 

Hasil dari suatu penelitian dapat dianggap valid apabila lolos uji kepastian 

data. Proses pengujian kepastian data suatu penelitian dilakukan melalui 

pengujian hasil penelitian dengan dosen pembimbing dan dosen pembahas.



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran 

kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar Lampung belum berjalan dengan baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator standar dan tujuan  

kebijakan terdapat hambatan yaitu adanya distributor kosmetik yang tidak 

memiliki NIB dan mengedarkan produk tanpa izin edar BPOM. Pada indikator 

sumber daya kebijakan sudah mencukupi untuk melaksanakan kebijakan 

perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Pada 

indikator karakteristik agen pelaksana, BBPOM di Bandar Lampung memiliki 

pembagian wewenang yang jelas dan sistem pelaporan kinerja yang baik. Pada 

indikator disposisi pelaksana, pegawai BBPOM bersikap positif terhadap 

kebijakan dan menjalankan program sesuai tugasnya, tetapi terdapat hambatan 

yaitu peredaran kosmetik secara online, kemudahan pembukaan akun di 

marketplace, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan 

kosmetik yang legal. 

 

Komunikasi antar lembaga pelaksana sudah terjalin cukup baik antara BBPOM 

di Bandar Lampung dengan instansi terkait, tetapi terdapat hambatan yaitu 

ringannya hukuman dan denda bagi penjual kosmetik ilegal. Komunikasi 

dengan masyarakat belum optimal karena masih banyak masyarakat yang 

tertarik membeli kosmetik ilegal. Selain itu, komunikasi dengan pelaku usaha 

kosmetik belum optimal karena masih ada pelaku usaha yang menjual 

kosmetik ilegal. Faktor lingkungan politik menunjukkan komitmen pegawai 

BBPOM di Bandar Lampung berdampak positif pada implementasi kebijakan. 

Sedangkan, faktor sosial dan ekonomi berdampak negatif karena stigma 
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kecantikan yang mengharuskan kulit putih dan harga murah kosmetik ilegal 

membuat masyarakat lebih memilih produk ilegal.  

 

5.2 Saran 

1. BBPOM di Bandar Lampung sebaiknya meningkatkan intensitas 

pengawasan secara offline dan operasi pangea sehingga menimalisir peredaran 

kosmetik ilegal secara online; 

2. BBPOM di Bandar Lampung sebaiknya meningkatkan komunikasi, 

informasi, dan edukasi ke masyarakat Lampung khususnya yang berada di 

Kota Bandar Lampung; 

3. Masyarakat sebaiknya melakukan himbauan BPOM untuk cek KLIK 

(Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluwarsa) sebelum membeli kosmetik 

sehingga terhindar dari kosmetik ilegal yang berbahaya. 
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